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PENETAPAN
SALINAN Nomor : 187/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan

penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Jimbran Gani bin Sam Gani, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember
1978, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara
Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,
alamat di JI. Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan

Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sebagai Pemohon I;

melawan

Satria Datau binti Amasili Datau, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18
Nopember 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan,
warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, alamat di Jl. Mayor Dullah,
Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota

Gorontalo, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonnya tertanggal
06 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dibawah register perkara Nomor:
187/Pdt.P/2019/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan

alasan-alasan, sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, Pemohon | menikah dengan
Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon Il di
Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dengan wali
nikah Ayah Kandung Pemohon Il di hadapan penghulu Imam Masjid
bernama Kardin Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Kakak Pemohon
| (Hasan Gani) dan Saudara Sepupu Pemohon | (Minar Bunta) ,dengan
maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dalam

usia 35 tahun, sedang Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di rumah dirumah orang tua Pemohon Il selama 2 (dua) Bulan,
kemudian pindah di kediaman bersama di Kelurahan Talumolo, Kecamatan
Kota Timur, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang masing-masing bernama :

- Sri Delvi Gani, Perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21
Desember 2013, umur 6 tahun;

- Reflin Gani, Laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juli 2018, umur
1 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, dan selama itu
pula Pemohon | dan Pemohon |l tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,
karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dicatat di KUA tersebut,
Oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar
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dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan
Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mampu membayar biaya yang
timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon | (Jimbran Gani bin
Sam Gani) dengan Pemohon Il (Satria Datau binti Amasili Datau) yang
dilangsungkan di Kel. Talumolo, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada
tanggal 18 November 2013, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

3. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Subsidair :
Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Aula
LP2M Kampus 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan
Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan pada hari sidang
yang telah ditetapkan Pemohon | dan Pemohon Il hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra-
Tal/X1/2562/2019 tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah

Talumolo, Kecamatan Dusmbo Raya, Kota Gorontalo;
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Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama Dahlan Syaw bin Ahwad Syaw dan Anton Madjoka bin
Kiu Madjoka, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan atas

keterangan saksi tersebut pemohon | dan pemohon I membenarkannya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mencukupkan keterangannya

dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal
yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam
dipertimbangkan penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon | dan Pemohon Il hadir sendiri di persidangan dan setelah
mendengar maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon II halmana
perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama kecamatan Dumbo Raya,

Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang
terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan
Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11
angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan

isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan dua
orang saksi masing-masing bernama Dahlan Syaw bin Ahwad Syaw dan Anton
Madjoka bin Kiu Madjoka, yang telah memenuhi syarat formil pembuktian
halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi,
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sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat

langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi
Pemohon | dan Pemohon Il maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan

adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan

pada tanggal 18 November 2013;

2. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan dalam

perkawinan tersebut;

3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun
sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari’at Islam, yaitu adanya

wali nikah, ijab dan gabul, mahar dan 2 (dua) orag saksi nikah;

4. Bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat pada

kantor urusan agama Kecamatan Dumbo Raya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa

sebagai tersebut di bawabh ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman
pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat
pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa
ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada
talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal
gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan
keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan
pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku
pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim

yang menyatakan hal itu.

Penetapan Nomor : 187/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 5 dari
hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. hilangnya akta nikah;

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan;

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 Tahun 2015
tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah dalam Rangka Penerbitan Akta
Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa
Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk
diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas
kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka
penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus
untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan
pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang
Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-

Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi
penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu
merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap
permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini
akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan
dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka

lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi unsur-unsur aturan materil
sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Gorontalo, Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tanggal 07 November 2019 yang
mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo,
maka para Pemohon harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara serta
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA
04 Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saat Pemohon | dan Pemohon Il melakukan
perkawinan di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Dumbo Raya,
sehingga terhadap pencatat nikah dimaksud menunjuk tempat tinggal Pemohon
I dan Pemohon Il yaitu menunjuk pegawai pencatat nikah pada kantor urusan
agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo untuk mencatat perkawinan
dimaksud dan dapat diterbitkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun
dalam hal ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

bahwa biaya perkara Pemohon | dan Pemohon Il dibebankan kepada Negara
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Dipa Tahun 2019, serta berdasrkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor :
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan terkahir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il

2. Menyatakan sah perkawinan antara Jimbran Gani bin Sam Gani
dengan Satria Datau binti Amasili Datau yang dilaksanakan pada
tanggal 18 November 2013 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo

Raya, Kota Gorontalo;

3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Dumbo
Raya, Kota Gorontalo;

4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000.-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin, tanggal 25
November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah
dengan Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal tersebut, didampingi oleh Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ramsupitri Mohamad.,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK : Rp. 50.000.-
2. Panggilan . Rp. 100.000.-
3. Materai - Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 156.000.-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Gorontalo, 25 November 2019

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi.,MH

Penetapan Nomor : 187/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Hal 9 dari
hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



